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Abstrak  

Pertumbuhan ekonomi sering diposisikan sebagai prasyarat utama pengurangan kemiskinan. Namun, 

berbagai studi menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
kemiskinan tidak berlangsung secara otomatis, linier, atau merata. Artikel ini bertujuan menganalisis 

bagaimana faktor-faktor ekonomi politik berperan sebagai hambatan dan pendukung dalam 
menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman 
PRISMA. Data diperoleh dari basis data Scopus untuk periode 2021–2026, dan melalui proses 

identifikasi, penyaringan, kelayakan, serta inklusi diperoleh 19 artikel yang relevan. Analisis dilakukan 

melalui thematic synthesis dengan tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi penting, tetapi tidak cukup, untuk 

menurunkan kemiskinan. Efektivitas hubungan pertumbuhan–kemiskinan sangat ditentukan oleh 
faktor-faktor ekonomi politik yang memediasi distribusi manfaat pertumbuhan. Hambatan utama 

mencakup lemahnya tata kelola, institusi yang eksklusif, distorsi distribusi, kapasitas implementasi yang 
rendah, serta relasi kekuasaan yang mendorong konsentrasi manfaat pada kelompok dominan. 

Sebaliknya, kualitas institusi, kapasitas negara, mekanisme redistribusi sosial dan fiskal, tata kelola 
yang akuntabel, serta keterlibatan aktor non-negara berfungsi sebagai faktor pendukung yang 

memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan. Studi ini menegaskan bahwa 
faktor ekonomi politik bukan sekadar konteks eksternal, melainkan mekanisme kausal yang 

menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan 

yang inklusif.  

Kata Kunci: Ekonomi Politik; Pertumbuhan Ekonomi; Pengurangan Kemiskinan; Tata Kelola; 

Redistribusi; Hubungan Pertumbuhan–Kemiskinan  

  

Abstract  

Economic growth has long been regarded as a key prerequisite for poverty reduction. However, growing 

evidence suggests that the relationship between economic growth and poverty reduction is neither 

automatic, linear, nor uniformly distributed. This study aims to examine how political economy factors 

function as barriers and enablers in linking economic growth to poverty reduction in Indonesia. This 

study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach following the PRISMA guidelines. Data 

were collected from the Scopus database for the period 2021–2026, resulting in 19 articles selected 

through identification, screening, eligibility, and inclusion processes. Data were analyzed using 

thematic synthesis through open coding, axial coding, and selective coding. The findings show that 

economic growth is a necessary but insufficient condition for poverty reduction. The effectiveness of the 

growth–poverty relationship is shaped by political economy factors that mediate the distribution of 

growth benefits. Key barriers include weak governance, exclusive institutions, distributional 

distortions, low implementation capacity, and power relations that concentrate benefits among 

dominant groups. In contrast, institutional quality, state capacity, social and fiscal redistribution, 

accountable governance, and the involvement of non-state actors function as enabling factors that 

strengthen the poverty-reducing effects of growth. This study argues that political economy factors 



Journal of Public Administration and Governance Insights 
 Volume 1, Nomor 1, 2025 

Halaman 53-64 
 

 

54 

 

should be understood not merely as contextual conditions, but as causal mechanisms that determine 

whether economic growth can be translated into inclusive poverty reduction. The study contributes to 

the literature by developing a conceptual understanding of the growth–poverty linkage as a politically 

mediated process.  

Keywords: Political Economy; Economic Growth; Poverty Reduction; Growth–Poverty Linkage; 

Governance; Redistribution  

  

PENDAHULUAN  

Pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade dipandang sebagai prasyarat utama 

pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan konvensional, peningkatan output 

diasumsikan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya 

menurunkan kemiskinan. Namun, literatur menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak bersifat otomatis, linier, atau seragam antarnegara 

maupun antarwilayah. Dalam banyak konteks, pertumbuhan berlangsung tanpa penurunan 

kemiskinan yang sebanding, bahkan dalam beberapa kasus disertai meningkatnya 

ketimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan dalam mengurangi 

kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memediasi bagaimana hasil 

pertumbuhan didistribusikan, siapa yang memperoleh manfaat, dan melalui mekanisme 

kelembagaan apa manfaat tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan (Asadullah et al., 

2023; Agnolin et al., 2024; Nugroho et al., 2021; Ayoo, 2022).  

Literatur kontemporer menegaskan bahwa relasi pertumbuhan–kemiskinan tidak cukup 

dijelaskan melalui variabel ekonomi semata, tetapi perlu dipahami melalui perspektif ekonomi 

politik. Perspektif ini melihat pertumbuhan bukan hanya sebagai proses peningkatan output, 

tetapi sebagai hasil interaksi antara institusi, distribusi kekuasaan, desain kebijakan, dan 

struktur insentif yang membentuk alokasi sumber daya (Stockhammer, 2022; Clift, 2021). 

Dalam kerangka ini, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, tetapi apakah 

konfigurasi politik dan kelembagaan memungkinkan hasil pertumbuhan menjadi inklusif dan 

berdampak pada kelompok miskin.  

Sejumlah studi menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi politik dapat berfungsi 

sebagai hambatan dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan 

kemiskinan. Kelemahan tata kelola, korupsi, kebijakan yang bias elite, institusi yang eksklusif, 

serta lemahnya kapasitas negara sering menghambat distribusi manfaat pertumbuhan kepada 

kelompok miskin (Curtis, 2021; Coccia, 2021; Abeyagoonasekera, 2023). Dalam kondisi 

demikian, pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, sementara 

kelompok miskin tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Literatur juga menunjukkan bahwa hambatan 

tersebut diperkuat oleh salah sasaran program, lemahnya koordinasi kebijakan, policy drift, 

serta persistensi poverty trap yang mereproduksi kemiskinan secara struktural (Nugroho et al., 

2021; Ayoo, 2022; Malevolti, 2023).  

Selain itu, berbagai studi menegaskan bahwa ketimpangan distribusi, relasi patronase, 

dan rent-seeking dapat melemahkan kemampuan pertumbuhan untuk menghasilkan dampak 

pengurangan kemiskinan. Dukungan negara terhadap sektor tertentu, jika dibentuk oleh distorsi 



Journal of Public Administration and Governance Insights 
 Volume 1, Nomor 1, 2025 

Halaman 53-64 
 

 

55 

 

politik atau dominasi elite, dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak inklusif dan 

memperdalam eksklusi sosial (Espinosa et al., 2021; Szanyi, 2022). Perspektif ini menunjukkan 

bahwa hambatan pengurangan kemiskinan tidak hanya bersumber dari kekurangan sumber 

daya, tetapi juga dari struktur kekuasaan dan desain kelembagaan yang menghambat 

redistribusi hasil pertumbuhan.  

Di sisi lain, literatur juga mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi politik yang berfungsi 

sebagai pendukung dalam memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 

kemiskinan. Kualitas institusi, kapasitas negara, kebijakan fiskal redistributif, perlindungan 

sosial, dan tata kelola yang akuntabel secara konsisten ditemukan memperbesar kemungkinan 

agar manfaat pertumbuhan menjangkau kelompok miskin (Lustig, 2023; Pouw & Bender, 

2022). Dalam konteks ini, pertumbuhan menjadi lebih inklusif ketika negara mampu mengelola 

redistribusi, memperluas investasi sosial, dan memastikan akses kelompok rentan terhadap 

layanan dasar serta peluang ekonomi.  

Peran aktor non-negara juga muncul sebagai faktor pendukung penting. NGO, 

organisasi masyarakat sipil, inovasi sosial, dan pembiayaan inklusif seperti mikrofinans sering 

diidentifikasi berkontribusi dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat, memperluas akses 

sumber daya, dan meningkatkan efektivitas kebijakan anti-kemiskinan (Fuseini et al., 2022; 

Ipinnaiye & Olaniyan, 2023; Hammond et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan pengurangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kapasitas negara, tetapi 

juga pada ekosistem tata kelola yang melibatkan interaksi negara, pasar, dan aktor sosial.  

Literatur juga menunjukkan bahwa hambatan dan pendukung tersebut tidak bekerja 

secara terpisah, tetapi melalui mekanisme yang kompleks dan saling berinteraksi. Misalnya, 

pertumbuhan ekonomi dapat lebih efektif menurunkan kemiskinan ketika didukung institusi 

inklusif dan kebijakan redistributif, tetapi dampaknya dapat melemah ketika berhadapan 

dengan korupsi, kapasitas implementasi yang rendah, atau konflik distribusi. Dengan demikian, 

hubungan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai 

growth–poverty linkage yang dimediasi oleh faktor-faktor ekonomi politik, bukan sebagai 

hubungan langsung yang bersifat otomatis.  

Meskipun demikian, literatur yang ada kurang menguraikan mekanisme interaksi di 

mana faktor-faktor ekonomi politik secara bersama-sama memediasi hasil 

pertumbuhankemiskinan. Sebagian besar studi cenderung menganalisis pertumbuhan, 

kemiskinan, institusi, atau tata kelola secara parsial, sementara kajian yang secara sistematis 

mensintesis bagaimana faktor-faktor ekonomi politik berfungsi sebagai hambatan dan 

pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan 

masih terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, studi ini mengajukan pertanyaan penelitian: 

bagaimana literatur menjelaskan peran faktor-faktor ekonomi politik sebagai hambatan dan 

pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan? 

Studi ini bertujuan mensintesis hambatan, pendukung, serta mekanisme interaksi antar faktor 

tersebut, sekaligus mengembangkan kerangka konseptual mengenai growth–poverty linkage 

sebagai proses yang dimediasi faktor ekonomi politik.  
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METODE PENELITIAN  

Studi ini menggunakan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) untuk secara 

kritis menilai dan mensintesis literatur tentang Hambatan dan Pendukung Ekonomi Politik 

Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. SLR dipilih karena menyajikan sintesis bukti ilmiah 

yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga mengurangi bias subjektif dalam 

proses pengumpulan dan analisis literatur (Snyder, 2019). Melalui metode ini, studi ini 

berupaya mengintegrasikan berbagai temuan yang sebelumnya terfragmentasi dalam studi 

terpisah, sehingga membangun kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan dapat 

diterapkan.   

Perencanaan dan desain studi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal 

penelitian berfokus pada pengembangan protokol penelitian. Protokol ini berfungsi sebagai 

pedoman untuk memastikan seluruh proses konsisten dan transparan. Pertanyaan penelitian 

bertujuan untuk mengeksplorasi Bagaimana peran faktor-faktor ekonomi politik sebagai 

hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan 

kemiskinan di Indonesia. Cakupan penelitian dibatasi pada periode 2021–2026 untuk 

menangkap perkembangan dalam literatur selama lima tahun terakhir. Berdasarkan proses 

identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion, diperoleh 19 artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi.  

Materi yang digunakan diperoleh melalui basis data Scopus. Pencarian dilakukan 

menggunakan string pencarian dengan kombinasi kata kunci dan operator Boolean yang sesuai 

dengan topik penelitian, yaitu: "political economy" OR "economic politics" OR "political 

determinants" OR "institutional factors" OR governance OR institutions OR power OR "state 

capacity" OR elites OR "policy regime"  AND "economic growth" OR growth OR development  

AND "poverty reduction" OR "poverty alleviation" OR "poverty decline" OR "poverty 

eradication" OR "reducing poverty" AND “barrier” OR “constraint” OR “obstacle” OR 

“challenge” OR “support” OR “driver” OR “enabler” OR “facilitator” OR “determinant”  

AND “Indonesia” OR “Indonesian”. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang (i) 

diterbitkan dalam jurnal peer-review antara tahun 2021 dan 2026, (ii) menyoroti faktor-faktor 

ekonomi politik sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan 

ekonomi dengan pengurangan kemiskinan , dan (iii) tersedia dalam teks lengkap. Sementara 

itu, artikel non-ilmiah, laporan kebijakan, opini, dan publikasi populer dikecualikan dari 

analisis.   

Artikel yang lolos proses seleksi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

konten. Informasi yang diekstrak meliputi identitas publikasi (tahun, jurnal, negara asal), 

kerangka teoritis yang digunakan, fokus isu atau tingkat pemerintahan yang diteliti, pendekatan 

metodologis, dan temuan utama yang berkaitan dengan peran faktor-faktor ekonomi politik 

sebagai hambatan dan pendukung dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan 

pengurangan kemiskinan. Data yang dikumpulkan dipetakan dalam tabel matriks untuk 

memfasilitasi identifikasi pola, tren tematik, dan kesenjangan literatur.   

Untuk memastikan keakuratan, proses seleksi dilakukan dalam beberapa tahap: tahap 

pertama didasarkan pada judul, abstrak, dan kata kunci, dan tahap terakhir adalah tinjauan 

lengkap artikel. Proses tinjauan dilakukan dengan mengacu pada PRISMA, pedoman pelaporan 

yang diakui secara internasional (Moher dkk., 2009; Page dkk., 2021). Analisis dilakukan 
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melalui thematic synthesis dalam tiga tahap Thomas & Harden (2008). Tahap pertama adalah 

open coding untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan pendukung yang muncul dalam 

setiap studi. Tahap kedua adalah axial coding untuk mengelompokkan kode-kode tersebut ke 

dalam tema ekonomi politik yang lebih luas. Tahap ketiga adalah selective coding untuk 

mensintesis mekanisme hubungan antar tema dan membangun kerangka konseptual. Analisis 

difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu political economy barriers, political economy 

enablers, dan interaction mechanisms antara keduanya.  

  

 
Gambar 1. SLR dengan Metode Prisma Sumber Diolah Sendiri Penulis (2025)  

  

PEMBAHASAN  

1. Pertumbuhan ekonomi dan keterbatasannya dalam pengurangan kemiskinan  

Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi 

penting, tetapi bukan kondisi yang cukup, untuk menghasilkan pengurangan kemiskinan. 

Temuan lintas studi memperlihatkan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan penurunan 

kemiskinan bersifat tidak otomatis karena manfaat pertumbuhan tidak selalu terdistribusi 

secara merata kepada kelompok miskin. Dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan hanya 

seberapa besar pertumbuhan terjadi, melainkan melalui mekanisme apa pertumbuhan tersebut 

diterjemahkan menjadi akses ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.  

Dalam sektor pariwisata, Tobing et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan 

ekonomi lokal dapat berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi dampaknya 

terhadap pengurangan kemiskinan bergantung pada kekuatan transmisi manfaat ekonomi ke 

rumah tangga lokal. Temuan ini diperkuat oleh Jeyacheya dan Hampton (2024) yang 
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menunjukkan bahwa pertumbuhan bahkan dapat bersifat ekstraktif ketika manfaat ekonomi 

bocor melalui dominasi kepemilikan eksternal, repatriasi keuntungan, dan lemahnya 

keterkaitan dengan ekonomi lokal. Dalam konfigurasi seperti ini, pertumbuhan tidak hanya 

gagal menurunkan kemiskinan, tetapi dapat mempertahankan ketimpangan distribusi.  

Temuan Budiantoro et al. (2025) semakin memperkuat argumen ini dengan 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, 

sementara mekanisme distribusi sosial justru memiliki pengaruh yang lebih nyata. Pada level 

rumah tangga, Marwanti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengurangan kerentanan lebih 

banyak ditopang oleh diversifikasi nafkah dibanding pertumbuhan sektor utama semata. Secara 

kolektif, temuan-temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan hanya berpotensi menurunkan 

kemiskinan ketika manfaatnya ditransmisikan melalui struktur ekonomi yang inklusif dan 

saluran distribusi yang efektif (Tobing et al., 2024; Jeyacheya & Hampton, 2024; Budiantoro 

et al., 2025).  

Keterbatasan pertumbuhan sebagai jalur otomatis pengurangan kemiskinan 

mengarahkan perhatian pada pertanyaan berikutnya: faktor apa yang menentukan apakah 

manfaat pertumbuhan dapat ditransmisikan secara efektif kepada kelompok miskin. Literatur 

menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan ini terletak pada kapasitas institusi dan tata kelola 

yang memediasi hubungan tersebut.  

2. Institusi dan tata kelola sebagai pendukung dan penghambat penghubung 

pertumbuhan–kemiskinan  

Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa institusi dan tata kelola merupakan 

faktor sentral yang dapat berfungsi sebagai pendukung maupun penghambat dalam 

menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif 

ini, pertumbuhan baru berdampak pro-poor ketika dimediasi oleh institusi yang mampu 

mengarahkan sumber daya, mengimplementasikan kebijakan secara efektif, dan memastikan 

distribusi manfaat yang inklusif.  

Soegijono et al. (2026) menunjukkan bahwa besarnya sumber daya fiskal melalui dana 

desa tidak otomatis menurunkan kemiskinan tanpa kapasitas pemerintah lokal, validitas 

targeting, dan koordinasi implementasi yang memadai. Hadi et al. (2025) juga menunjukkan 

bahwa dampak belanja pembangunan terhadap kemiskinan sangat bergantung pada prioritas 

alokasi anggaran, akuntabilitas fiskal, dan perencanaan partisipatif. Temuan ini menunjukkan 

bahwa tata kelola yang kuat berfungsi sebagai faktor pendukung yang memungkinkan 

pertumbuhan diterjemahkan menjadi outcome pengurangan kemiskinan.  

Sebaliknya, Christy et al. (2025) dan Maolani et al. (2025) menunjukkan bahwa 

kelemahan desain kelembagaan, fragmentasi regulasi, resistensi politik, dan inefisiensi 

birokrasi justru menjadi penghambat yang memutus hubungan antara intervensi ekonomi dan 

penurunan kemiskinan. Dalam konteks pembangunan desa, Mubarok dan Kurnia (2025) juga 

memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola lokal menentukan efektivitas penggunaan sumber 

daya pembangunan. Dengan demikian, literatur menempatkan institusi bukan sekadar konteks 

implementasi, tetapi sebagai faktor ekonomi politik yang secara aktif dapat memperkuat atau 

melemahkan efektivitas hubungan pertumbuhan–kemiskinan (Soegijono et al., 2026; Hadi et 

al., 2025; Christy et al., 2025).  
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Namun, kapasitas institusional saja belum cukup menjelaskan mengapa distribusi 

manfaat pertumbuhan kerap tetap timpang. Bagian selanjutnya akan menunjukkan bahwa 

persoalan ini juga berkaitan dengan relasi kekuasaan yang menentukan kontrol atas sumber 

daya dan arah distribusi manfaat pembangunan.  

3. Relasi kekuasaan dan kontrol sumber daya dalam distribusi manfaat 

pertumbuhan  

Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa distribusi manfaat pertumbuhan pada 

dasarnya merupakan persoalan relasi kekuasaan. Siapa yang menguasai sumber daya, 

menentukan aturan distribusi, dan menangkap surplus ekonomi akan sangat menentukan 

apakah pertumbuhan bersifat inklusif atau justru mereproduksi eksklusi.  

Suyatna et al. (2024) menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan lebih mungkin 

terjadi ketika komunitas lokal memiliki kontrol terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi 

dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, ketika kontrol atas sumber daya 

bergeser kepada aktor eksternal atau elite lokal, manfaat pertumbuhan cenderung 

terkonsentrasi. Kristiansen et al. (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa 

kelimpahan sumber daya tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan ketika akses terhadap 

sumber daya dimediasi oleh struktur sosial yang eksklusif dan dominasi elite.  

Dimensi yang lebih eksplisit ditunjukkan oleh Jeyacheya dan Hampton (2024), yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan dapat bekerja melalui struktur ekstraktif yang secara 

sistematis menyalurkan manfaat keluar dari ekonomi lokal. Sementara itu, Mustari et al. (2024) 

menunjukkan bahwa bahkan dalam mekanisme distribusi sosial, ketimpangan kekuasaan 

antaraktor dapat menghasilkan bias distribusi. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini 

menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan sangat ditentukan 

oleh apakah struktur kekuasaan memungkinkan distribusi manfaat yang inklusif atau justru 

mendorong konsentrasi manfaat pada kelompok dominan (Suyatna et al., 2024; Kristiansen et 

al., 2023; Jeyacheya & Hampton, 2024).  

Jika relasi kekuasaan dapat menjadi sumber hambatan distribusional, maka literatur 

juga menunjukkan adanya mekanisme yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang, yaitu 

redistribusi. Karena itu, pembahasan berikutnya beralih pada bagaimana instrumen redistributif 

berperan sebagai faktor pendukung dalam memperkuat dampak pertumbuhan terhadap 

pengurangan kemiskinan.  

4. Redistribusi sosial dan fiskal sebagai faktor pendukung pengurangan kemiskinan  

Literatur menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis 

menjangkau kelompok miskin, mekanisme redistribusi menjadi faktor pendukung yang penting 

dalam menerjemahkan sumber daya ekonomi menjadi pengurangan kemiskinan. Dalam 

perspektif ini, redistribusi berfungsi bukan sekadar sebagai koreksi atas ketimpangan, tetapi 

sebagai saluran yang menghubungkan manfaat ekonomi dengan kesejahteraan kelompok 

rentan.  

Iskandar et al. (2021) menunjukkan bahwa zakat berkontribusi terhadap pengurangan 

kemiskinan, terutama ketika terintegrasi dengan instrumen keuangan sosial yang lebih luas. 

Temuan ini diperkuat oleh Budiantoro et al. (2025), yang menunjukkan bahwa mekanisme 

distribusi sosial dapat lebih efektif daripada pertumbuhan agregat dalam menjangkau kelompok 
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miskin. Pada saat yang sama, Mustari et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas instrumen 

redistributif bergantung pada kualitas tata kelola distribusinya.  

Pada dimensi fiskal, Saptono dan Khozen (2024) menunjukkan bahwa transparansi, 

akuntabilitas, dan trust berperan penting dalam menopang fungsi redistributif negara. 

Sementara itu, Christy et al. (2025) dan Isfianadewi dan El Hasanah (2026) menunjukkan 

bahwa pembiayaan ultra mikro dan microfinance dapat menjadi faktor pendukung pengurangan 

kemiskinan ketika didukung desain kelembagaan yang kuat. Secara keseluruhan, literatur 

menunjukkan bahwa redistribusi sosial dan fiskal merupakan faktor pendukung penting yang 

memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Iskandar 

et al., 2021; Budiantoro et al., 2025; Saptono & Khozen, 2024).  

Meskipun demikian, efektivitas redistribusi maupun pertumbuhan tetap tidak seragam 

di seluruh konteks. Variasi tersebut mendorong perhatian pada karakter kemiskinan itu sendiri, 

yang dalam literatur dipahami bersifat multidimensional dan turut menentukan keberhasilan 

maupun keterbatasan dampak pertumbuhan.  

5. Kemiskinan multidimensional dan variasi efektivitas pertumbuhan  

Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan dalam 

menurunkan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh sifat kemiskinan yang multidimensional. 

Karena kemiskinan dibentuk oleh interaksi berbagai deprivasi ekonomi, sosial, spasial, dan 

kelembagaan, maka dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan menjadi bervariasi antar rumah 

tangga, wilayah, dan konteks institusional.  

Aminah et al. (2025) menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem dipengaruhi oleh 

kombinasi faktor pekerjaan, tabungan, rasio ketergantungan, akses infrastruktur, dan 

konektivitas digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro tidak 

otomatis menurunkan kemiskinan ketika kapabilitas rumah tangga dan lingkungan pendukung 

tetap lemah. Marwanti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa struktur peluang ekonomi, 

melalui diversifikasi nafkah, sangat memengaruhi kemampuan rumah tangga memanfaatkan 

manfaat pertumbuhan.  

Pada level struktural, Kristiansen et al. (2023) dan Mubarok dan Kurnia (2025) 

menunjukkan bahwa pendidikan, layanan dasar, kapasitas lokal, dan kondisi geografis 

memengaruhi efektivitas pembangunan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, 

literatur menegaskan bahwa variasi efektivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan 

bergantung pada apakah pertumbuhan disertai intervensi yang menjawab dimensi-dimensi 

deprivasi tersebut. Dalam konteks ini, kemiskinan multidimensional bukan sekadar konteks 

tambahan, tetapi faktor ekonomi politik yang menentukan mengapa pertumbuhan dapat 

berhasil di satu konteks, tetapi gagal di konteks lain (Aminah et al., 2025; Kristiansen et al., 

2023; Marwanti et al., 2024).  

Secara keseluruhan, rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dan 

pendukung ekonomi politik bekerja secara saling terkait, bukan terpisah. Keterbatasan 

pertumbuhan, kualitas institusi, relasi kekuasaan, mekanisme redistribusi, dan 

multidimensionalitas kemiskinan bersama-sama membentuk kondisi yang menentukan apakah 

pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan.  
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KESIMPULAN  

Studi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan  

pengurangan kemiskinan tidak ditentukan oleh pertumbuhan itu sendiri, tetapi oleh 

faktorfaktor ekonomi politik yang memediasi distribusi manfaat pertumbuhan. Hambatan 

utama muncul dari lemahnya tata kelola, institusi eksklusif, distorsi distribusi, dan relasi 

kekuasaan yang mendorong konsentrasi manfaat. Sebaliknya, kualitas institusi, kapasitas 

redistribusi, tata kelola akuntabel, dan keterlibatan aktor non-negara berfungsi sebagai faktor 

pendukung yang memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan.  

Kontribusi utama studi ini adalah menunjukkan bahwa faktor ekonomi politik bukan 

sekadar konteks eksternal, tetapi mekanisme kausal yang menjelaskan berhasil atau gagalnya 

pertumbuhan diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan. Perspektif ini memperluas 

literatur dengan menempatkan pertumbuhan, kemiskinan, institusi, dan distribusi kekuasaan 

dalam satu kerangka analitis yang saling terhubung.  

Secara implikatif, strategi pengurangan kemiskinan tidak cukup berfokus pada 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, 

dan kebijakan redistributif yang mampu mengatasi hambatan struktural distribusi manfaat 

pembangunan. Namun, literatur masih menyisakan keterbatasan dalam menjelaskan interaksi 

dinamis antar faktor ekonomi politik lintas konteks. Karena itu, penelitian mendatang perlu 

memperdalam analisis mengenai kombinasi faktor institusional, distribusional, dan politik yang 

membentuk variasi efektivitas hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.  
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